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ABSTRAK 

 

RELASI SUAMI ISTRI SEBAGAI  

PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA 

 

Oleh: 

DWI WAHYUDI 

 

 

Keluarga merupakan susunan kelembagaan yang terbentuk atas dasar 

hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. Seorang suami 

memiliki peran utama dalam menjalankan sebuah rumah tangga. Sedangkan 

seorang  istri yang sekaligus seorang ibu memiliki peranan penting untuk 

mendidik anak serta memberikan pelayanan kepada kepala keluarga. Salah satu 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu nafkah. Nafkah 

merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. 

Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan 

benar.Namun seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran 

dan posisi kaum wanita, maka kini sudah banyak kaum wanita yang berkarir,  

Tidak sedikit para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kehidupan 

keluarganya.  

Penelitian ini bertujuan untukmengetahui bagaimana relasi suami istri 

sebagai penanggung jawab nafkah keluarga.Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research).Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif 

kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

dokumentasi.  Teknik analisis data yang digunakan adalah kajian isi atau yang 

sering disebut dengan content analysis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Relasi kedudukan suami-istri 

dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan posisi suami istri 

sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Pada umumnya 

seorang istri hanya berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur 

keperluan rumah tangga, namun mereka dituntut untuk ikut serta mencari nafkah 

untuk memenuhi ekonomi keluarga.Hal ini yang kemudian menjadikan peran istri 

sebagai ibu rumah tangga tidak terlaksana dengan baik. 
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Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 

dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 

Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 

memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 

pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 

lagi Maha besar.(Q.S. An-Nisaa: 34)
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan susunan kelembagaan yang terbentuk atas dasar 

hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. Dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan merupakan 

ikatan lahir antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.
1
 

Seorang suami memiliki peranan utama dalam menjalankan sebuah 

rumah tangga. Suami merupakan pemimpin dalam keluarga yang 

berkewajiban mendidik, mengatur, melindungi, serta mencukupi kebutuhan 

seluruh anggota keluarga. Sedangkan seorang  istri yang sekaligus ibu 

memiliki peranan penting untuk mendidik anak serta memberikan pelayanan 

kepada kepala keluarga. Dengan demikian antara suami dan istri memiliki 

perannya masing-masing sesuai dengan statusnya.
2
 

Selain itu, dalam rumah tangga terdapat hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Hak-hak suami yang harus 

dilakukan oleh istri yaitumematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta 

suami, berhias untuk suami, dan menjadi patner suami. Sedangkan hak-hak 

                                                 
1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1. 

2
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003), 181. 
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istri yang wajib dilakukan suami yaitu memberikan mahar, nafkah, tempat 

tinggal dan pakaian serta adil dalam pergaulan. 

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu 

nafkah. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami 

terhadap istrinya. Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad 

nikahnya sudah sah dan benar.
3
 Oleh karena itu, suamilah yang memiliki tugas 

dan tanggunga jawab untuk memenuhi nafkah keluarganya, dan istri bertugas 

sebagai pengurus rumah tangga (manajemen rumah tangga). Mengenai 

kewajiban ini dijelaskan dalam surah At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:  

                           

             

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi 

nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan 

beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan 

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan.(Q.S. At-Thalaq: 7)
4
 

 

Berdasarkan ayat di atas hendaknya dipahami, bahwa nafkah yang 

harus diterima, jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi 

disesuaikan dengan pemasukan (income), sehingga tidak menjadi beban 

suami. 

Al-Quran meletakkan tanggung jawab pada suami untuk memberikan 

nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanpun, karena pada hakikatnya 

                                                 
3
Bambang Ismanto, dkk, ” Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam 

Keluarga Perspektif Hukum Islam”, dalam Jurnal Kajian Ilmu-ilmu KeIslaman, Vol. 04 No. 2, 

Desember 2018, 402. 
4
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005), 446 
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derajat suami lebih tinggi satu tingkat dari pada istri.Oleh sebab itu dalam 

hidup berumah tangga baik istri kaya, maupun istri mempunyai pendapatan 

tersendiri, istri tidak wajib memberi nafkah sesuai kemampuannya. 

Tidak ada anjuran sama sekali yang menerangkan batasan maksimal 

atau minimal nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri, hanya saja 

dalam Al-Quran dan hadis memberikan gambaran untuk menafkahi istri sesuai 

kemampuan dengan cara yang ma’ruf. 

Islam pun menginginkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga 

dapat berjalan seimbang. Suami maupun istri hendaknya tidak mementingkan 

salah satu kewajibannya dan menelantarkan kewajiban yang lain. Untuk 

kelangsungan keluarga diperlukan adanya keseimbangan antara kekuasaan dan 

tanggung jawab. 

Namun seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap 

peran dan posisi kaum wanita, maka kini sudah banyak kaum wanita yang 

berkarir, baik di kantor pemerintah maupun swasta, bahkan ada yang berkarir 

di kemiliteran dan kepolisian, hal ini karena tuntutan kehidupan modern yang 

tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum wanita. Tidak sedikit 

para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kehidupan 

keluarganya. Namun harus diingat, bahwa istri jangan sampai membangkit-

bangkitkan hasil usahanya dan mengecilkan peran suami.
5
 

Salah satu faktor yang menyebabkan suami kurang mampu mencukupi 

kewajiban menafkahi keluarga adalah faktor pekerjaan. Terkadang suami tidak 

                                                 
5
M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2003), 

215. 
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memiliki pekerjaan sama sekali atau mempunyai pekerjaan, tetapi hasil kerja 

yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah 

tangga. 

Dalam tinjauan Islam sebenarnya tidak ada larangan bagi perempuan 

unutuk bekerja sebagaimana suami, karena Islam sejatinya menjunjung tinggi 

prinsip kesetaraan. Dengan kata lain istri boleh memiliki peran ganda yakni 

swbagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja. tentunya dengan sekala 

konsekuensi harus dapat menentukan skala prioritas demi kemaslahatan.
6
 

 Hal ini yang kemudian menjadikan masalah yang nantinya berdampak 

pada relasi antara suami dan istri menjadi tidak seimbang, terutama dalam hal 

pertanggung jawaban nafkah. Relasi suami istri sendiri merupakan hubungan 

suami istri yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam 

berumah tangga.Hal ini yang memunculkan permasalahan hukum Islam yang 

tidak sejalan dengan aturan dasar.Pada umumnya seorang istri hanya 

berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah 

tangga, namun mereka dituntut untuk ikut serta mencari nafkah untuk 

memenuhi ekonomi keluarga.Pelaksanaan peran ibu rumah tangga menjadi 

terabaikan karena kesibukan seorang istri yang harus mencari nafkah 

keluarga.Hal ini yang kemudian memicu adanya ketidak harmonisan relasi 

antara suami dan istri. 

 

 

                                                 
6
Sukarman, “Pertukaran Peran Suami Dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif 

Maqasid Asy-Syariah”, dalam Jurnal Pertukaran Peran, Vol. V No. 01, Mei 2019, 76 
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B. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

merumuskan pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimanarelasi suami istri sebagai 

penanggung jawab nafkah keluarga?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui bagaimana relasi suami istri sebagai 

penanggung jawab nafkah keluarga. 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat 

praktis dan teoritis. Manfaat secara praktis diharapkan bisa memberikan 

gambaran tentang relasi suami istri sebagai penanggung jawab nafkah 

keluarga . Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dalam sosialisasi keluarga tentang relasi suami istri terutama 

dalam penanggung jawab nafkah keluarga. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di 

Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. 

Objek kajian penelitian adalah relasi suami istri sebagai penanggung jawab 

nafkah keluarga. Permasalahan ini merupakan persoalan yang menarik, 

sehingga perlu di diteliti dan dikaji. Selain berdasarkan pada survei dan data-

data yang diperoleh, penelitian proposal skripsi ini, peneliti menemukan 
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beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti sebagai 

berikut:  

1. Tesis karya M. Joko Subianto, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018 yang 

berjudul Pola Relasi Suami Istri Dalam Status Sosial yang Berbeda Studi 

Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Klaten.Penelitian ini membahas 

tentang penyesuaian merupakan proses adaptasi antara suami istri, dimana 

suami istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik dalam 

menyelesaikannya dengan baik melalui proses penyesuaian diri. Antara 

kedua individu juga harus belajar mengakomodasi kebutuhan, keinginan, 

dan harapan masing-masing agar mencapai suatu derajat kebahagiaan 

dalam hubungan. Mengenai hal ini, dibutuhkan sebuah proses adaptasi 

untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, rata-rata subjek 

penelitiannya yaitu pasangan suami istri beda ormas beradaptasi dengan 

cara halus dan berupaya agar tidak memperparah dengan konflik baru 

dengan pasangannya. Selain adaptasi, juga harus adanya komunikasi yang 

mempengaruhi pola relasi suami istri yang beda ormas. Antara suami-istri 

harus saling berkomunikasi dengan baikuntuk dapat mempertemukan satu 

dengan yang lain, sehingga dengan demikian kesalahpahaman dapat 

dihindarkan.
7
Peneleti terdahulu membahas mengenaiproses adaptasi antara 

suami istri, dimana suami istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik 

dalam menyelesaikannya dengan baik melalui proses penyesuaian diri, 

                                                 
7
M. Joko Subianto, “Pola Relasi Suami Istri Dalam Status Sosial yang Berbeda Studi 

Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Klaten”, Tesis (Yogyakarta: , Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, 2018) dalam http: //etheses.uin-yogyakarta.ac.id, diunduh 21 Februari 2020. 

http://etheses.uin-malang.ac.id/
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sedangkan penelitian saya membahas mengenai relasi suami istri yang 

keduanya sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Persamaannya 

terletak pada tujuan dalam pelaksanaan relasi suami istri. 

2. Skripsi karya Zoehelmy, Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir, Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta , 2013 yang berjudul Relasi suami Istri dalam Al-Quran (Studi 

Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar). 

Penelitian ini membahas bahwa Asghar Ali Engineer dalam memahami 

relasi suami istri yang diungkap oleh al-quran menempatkan suami dan 

istri dalam posisi yang seimbang, yang secara teoritis disebut dengan relasi 

wqual partnership. Landasan dari semangat kesetaraan yang ditekankan 

Engineer ialah pernyataan normative al-Quran bahwa setiap manusia baik 

laki-laki maupun perempuan memiliki independensi serta tanggung jawab 

personal atas perbuatan mereka sebagai hamba. Nasaruddin Umar dalam 

mengungkap relasi gender dalam al-Quran berangkat dari prinsip-prinsip 

al-Quran yang memandang laki-laki dan perempuan secara setara. Namun 

sayangnya selama ini menurut Nasaruddin penafsiran terhadap al-Quran 

telah menempatkan perempuan berstatus inferior.
8
 Penelitian dahulu 

menjelaskan tentang penafsiran yang dikemukakan oleh Asghar Ali 

Engineer dan Nasaruddin Umar mengenai relasi suami istri dalam al-

Quran sedangkan penelitian saya menjelaskan tentang relasi suami istri 

                                                 
8
Zoehelmy,” Relasi suami Istri dalam Al-Quran (Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali 

Engineer dan Nasaruddin Umar),” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 

2013) dalam http: //etheses.uin-yogyakarta.ac.id, diunduh 21 Februari 2020. 

http://etheses.uin-malang.ac.id/
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dalm perspektif hukum keluarga islam. Persamaannya membahas teori 

relasi suami istri. 

3. Tesisi karya Nanda Himmatul Ulya, Program Magister Al-Ahwal Al-

ssyakhshiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015 yang berjudul Pola Relasi Suami 

istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang). 

Penelitian ini membahas tentang pola relasi suami istri yang ditinjau dari 

aspek pembagian kerja (domestic) yang menghasilkan dua tipologi yait u 

pembagian kerja (domestic) dibagi berdasarkan kemampuan dn keahlian 

seseorang dan pembagian kerja (domestic) bersifat fleksibel. Selain itu 

juga membahas tentang implementasi kafaah dalam perkawinan.
9
 

Penelitian terdahulu membahas tentang pola-pola relasi suami istri 

sedangkan penelitian saya membahas tentang bagaimana relasi suami istri 

yang di timbulkan dalam berumah tangga. Sedangkan untuk persamaannya 

tidak ada antar keduanya. 

Penelitian terdahulu membahas tentang dampak yang ditimbulkan 

akibat kedudukan istri dalam mencari nafkah sedangkan penelitian saya 

hanya membahas mengenai relasi suami istri dalam penanggung jawab 

nafkah. Persamaanya adalah tidak ada. 

 

 

 

                                                 
9
Nanda Himmatul Ulya”Pola Relasi Suami istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi 

Kasus di Kota Malang)”, Tesis  (Malang: Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim 

Malang, 2015) dalam http: //etheses.uin-malang.ac.id, diunduh 21 Februari 2020. 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research).Penelitian 

kepustakaan (library research) yaitu penelitian menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahaan terhadap buku-

buku, atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah 

yang akan dipecahkan. Oleh karenanya, jenis penelitian yang digunakan 

penulis yaitu kepustakaan. 

Adapun mekanismenya yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-

bahan informasi dari pustaka terkait Relasi Suami Istri Sebagai 

Penanggunggung Jawab Nafkah Keluargakemudian dianalisa melalui 

teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut. 

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif 

kualitatif yaitu biasanya bersifat penilaian, analisis verbal non angka, 

untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh panca indera. 

Ada pula yang mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian 

eksploratif yang biasanya lebih bersifat khusus. Dalam penelitian ini data 

merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data.
10

 

Kemudian menurut Zainudin, penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang terdiri atas satu variable atau lebih dari satu variabel. 

Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian 

                                                 
10

Farouk Muhammad Djali, Metode Penelitian Sosial (Bunga Rampai), (Jakarta: PTIK 

Press Jakarta, 2003), 100. 
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bersifat deskriptif.
11

 Untuk itu peneliti dalam melakukan penelitian 

menggunakan tiga variabel yaitu, Relasi Suami Istri, Penanggung Jawab 

dan Nafkah Keluarga. Ketiga variabel tersebut tidak bersinggungan satu 

dengan yang lainnya. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data yang di peroleh. Adapun 

penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Sumber data 

sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
12

 

Penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder yang 

memiliki kekuatan mengikat ke dalam dan dibedakan dalam: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan bahan 

hukum yan bersifat autoritatif, seperti rancangan undang-undang, hasil 

penelitian atau pendapat para hukum. Oleh karenanya penulis 

menggunakan bahan primer dalam penilitian ini berupa Al-Qur'an, 

Hadits, Kompilasi Hukum Islam,yang berkaitan dengan Relasi Suami 

Istri. 

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer. Bahan hukum primer sebagaimana sudah dijelaskan 

sebelumnya yaitu berupa Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam 

yang berkaitan dengan pembahasan tentang Relasi Suami Istri. 

                                                 
11

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11. 
12

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 172. 
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c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier yang 

berasal dari Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan yaitu metode 

studi dokumentasi. Metode studi dokumentasi adalah studi dokumen bagi 

penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal, kitab-kitab yang 

berhubungan dengan khitbah. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan interprestasikan. Untuk memahami 

dokumen, teknik yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut 

dengan content analysis, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan 

seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah 

buku atau dokumen. Sehingga data yang didapat adalah data yang mampu 

menerangkan tema penelitian.
13

 

                                                 
13

Lexy J. Moleong,  Metodologi Peneleitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), 220. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Relasi Suami Istri 

Relasi suami istri adalah salah satu aspek yang telah diatur dalam 

Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadist sebagai 

sumber utama dari dibentuknya hukum islam.
1
Relasi suami istri sangatlah 

menentukan keharmonisan keluarga. Relasi suami istri yang sehat adalah 

apabila suami istri dapat memainkan peran dan tanggung jawab masing-

masing.Secara teoritis dan konseptual, masalah relasi suami istri tentu tidak 

terdapat persoalan.Akan tetapi, dalam tataran implementatif, seringkali 

mendapat persoalan secara teknis dilapangan karena permasalahan nilai, 

budaya, sosial, ekonomi, dan hukum positif yang melingkupinya.
2
Hal ini perlu 

adanya penyesuaian antar suami dan istri. Menurut Glenn, terdapat tiga 

indikator dalam penyesuaian dalam keluarga yaitu konflik, komunikasi, dan 

berbagi tugas dalam rumah tangga.
3
 

Suami istri adalah subyek hukum perkawinan, tentunya ada aturan 

hukum yang mengatur bagaimana kedudukan suami istri tersebut dalam 

kehidupan keluarga, yang mana kedudukan tersebut akan mempengaruhi 

hubungan mereka. Relasi suami istri dalam keluarga terkandung dalam KHI 

                                                 
1
Jamilah dan Rasikh adilla,” Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran”, 

dalam Jurnal syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 1, juni 2013, 79. 
2
Wahyu Utamadewi, ” Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami”, dalam Jurnal 

Politikom Indonesia, Vol. 2 no. 2, November 2017, 63. 
3
Saidah ramadhan.”Keluarga: Menjaga Relasi Melalui Konflik”, dalam Jurnal Psikologi 

Pendidikan Islam, 150. 



 

 

13 

Inpres No. 1 Tahun 1991. KHI Inpres No. 1 tahun 1991, bab VI Pasal 77-83 

telah menjelaskan tentang relasi kedudukan suami istri, dan penjelasannya 

terdiri dari beberapa bagian yaitu: 
4
 

1. Bagian kesatu menjelaskan tentang kewajiban bersama suami istri, artinya 

sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama oleh suami istri, hal ini 

dijelaskan pada pasal 77 ayat (1) sampai (4) antara lain:  

a. Memikul kewajiban yang lahir untuk menegakkan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan 

susunan masyarakat (pasal 77Aayat 1). Hal ini sesuai dengan tujuan 

utama perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan 

sejahtera lahir dan batin. Setelah terbentuk melalui akad nikah, 

mestinya keluarga tersebut dibangun dan ditegakkan dengan pilar 

kesetiaan, kebersamaan, pengertian, kasih sayang dan saling bekerja 

sama demi mewujudkan mahligai rumah tangga yang sesuai dengan 

hukum Islam. 

b. Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi 

bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain (pasal 77 Ayat 

2). Dasar dari semua ini adalah adanya perasaan yang mmebawa hati 

untuk saling mencintai dan mengasihi, sehingga ada pengorbanan lahir 

dan batin yang diwujudkan dengan memberikan bantuan materil dan 

spiritual. 

                                                 
4
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor  1 Tahun 1991 Tentang Relasi Kedudukan 

Suami Istri Pasal 77-84. 
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c. Memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak 

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun 

kecerdasan dan pendidikan agamanya (pasal 77Ayat 3). Kewajiban 

suami istri ini berlangsung sampai anak tersebut dewasa (umur 21 

tahun), atau telah menikah/membentuk keluarga (KHI pasal 98 Ayat 

1). Kewajiban suami istri terhadap anak ini juga berlangsung terus 

walaupun keduanya telah bercerai. Apabila salah satu orang tuanya 

meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup wajib 

memeliharanya. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka 

yang memelihara anak tersebut adalah yang mempunyai hubungan 

paling dekat dengan anak eperti kakek, nenek budhe, pakdhe, dan 

seterusnya. 

d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya (pasal 77 Ayat 4). 

Maksudnya  wajib saling menjaga kepribadian dirinya dan 

pasangannya. Jadi pasangan suami diibaratkan seperti pakaian yang 

saling menutupi tubuh mereka, maksudnya harus saling menutupi 

karakter atau perbuatan/aib masing-masing, harus menjaga 

kehormatannya dengan berperilaku baik di hadapan pasangannya 

ataupun ketika pasangannya tidak ada. 

e. Menentukan tempat kediaman bersama (lihat pasal 78 Ayat 2). 

Walaupun salah satu kewajiban suami adalah menyediakan tempat 

kediaman bersama, namun keputusan tentang keberadaan tempat 

kediaman tersebut ditentukan secara bersama-sama, karena masalah 
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tersebut adalah penting dan berhubungan dengan kebutuhan pokok 

serta dapat mempengaruhi kondisi keadaan rumah tangga. 

2. Bagian kedua menjelaskan tentang kedudukan suami istri dalam 

kehidupan rumah tangga, di mana hak dan kedudukannya adalah seimbang 

atau setara, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum 

asalkan tidak merugikan yang lain.
5
 Hal ini sesuai dengan prinsip dasar 

atau asas-asas perkawinan yang menjelaskan bahwa kedudukan suami istri 

adalah seimbang, selain itu dapat dipahami bahwa istri boleh bekerja 

asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum 

Islam dan demi menegakkan kemaslahatan dalam rumah tangga serta tidak 

sampai meninggalkan tugas pokoknya. 

3. Bagian ketiga menguraikan tentang kewajiban suami, terdapat pada 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat 1 sampai 5. 

a. Membimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal 

urusan rumah tangga yang penting diputuskan ole suami istri bersama 

(pasal 80 Ayat 1). Hal ini dilakukan suapaya masing-masing suami 

istri dapat mengembangkan kepribadian baiknya dalam rumah tangga. 

Misalnya menasihati istri ketika berbuat salah, mengingatkannya 

ketika lupa, mengajarinya apabila tidak bisa, dan mengarahkannya 

pada kehidupan yang lebih baik. Apabila menyangkut tentang nasib 

keluarga, maka jalan penyelesaiannya diputuskan bersama eperti 

                                                 
5
Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 Ayat (2) dan 

(3). 
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penentuan tempat kediaman, penentuan temoat sekolah anak 

penentuan sedekah untuk yang lain (orang tua, saudara, anak yatim). 

b. Melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (KHI psal 80 Ayat 2). 

Melindungi istri maksudnya menjaga jangan sampai istri hidupnya 

merana, sedih, tertekan, dan cemas dan juga jangan sampai istri 

terjebak pada masalah yang membahayakan dirinya dan keluargan.  

Selain itu suami juga memberikan keperluan hidup rumah tangga 

berupa nafkah, yang terdiri dari pangan, sandang, dan papan sesuai 

dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pangan sesuai 

dengan yang dimakannya, wajib memberikan pakaian sesuai dengan 

pakaian yang dipakainya dan bertempat tinggal bersama dengan 

keluarga.  

c. Memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi 

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi 

agama, nusa dan bangsa (KHI pasal 79 Ayat 3). Termasuk 

menyekolahkan istri, apabila suamimampu. Apabila pendidikan agama 

suaminya lebih sedikit dibanding istrinya, maka istri tidak salah atau 

diharapkan mengajari dan memberikan pengetahuan agamanya kepada 

suami, diharapkan suami berlapang dada menerima demikian, begitu 

juga sebaliknya. 

d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kebutuhan 

pangan/nafkah, sandang dan tempat kediaman bagi istri dan anak, serta 
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biaya rumah tangga, perawatan, pendidikan dan pengobatan bagi istri 

dan anak (KHI pasal 79 Ayat4). Poin ini lebih ditujukan pada istri dan 

anak, dengan memberikan segala biaya hidup untuk anak dan istrinya. 

e. Menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas 

istri yang masih dalam iddah apabila terjadi perceraian (KHI pasal 80 

Ayat 1). Kata “menyediakan” bukan berarti memberi, tetapi 

menyediakan atau menyelenggarakan tempat kediaman atau rumah 

sebagai tempat berkumpulnya keluarga. 

f. Melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta 

disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa 

alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya 

(KHI pasal 80 Ayat 4). 

g. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang (berpologami sesuai 

yang diajarkan dalam hukum perkawinan Islam), berkewajiban 

memberiakn tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing 

istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang 

ditanggung, kecuali jika ada perjanjian perkawinan (pasal 81 Ayat 1). 

4. Bagian keempat menguraikan tentang kewajiban istri, yang harus 

dilakukan istri dalam kehidupan rumah tangga, terdapat pada Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Pasal 83 Ayat 1 sampai 2. 

a. Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang di 

benarkan oleh hukum Islam (KHI pasal 83 Ayat 1). 
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b. Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari 

dengan sebaik-baiknya (KHI pasal 83 Ayat 2). 

KHI Inpres No. 1 Tahun 1991 sebagai landasan hukum perkawinan 

Islam telah menjelaskan tentang relasi kedudukan suami istri secara 

terperinci.Hal ini disebabkan karena KHI mempunyai kedudukan dan peranan 

yang sangat penting dalam pemberlakukan hukum perkawinan di 

Indonesia.Relasi kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga menurut 

aturan hukum KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991, pada hakekatnya 

mengandung prinsip-prinsip hukum yang mampu melindungi sekaligus 

menyelesaikan permasalahan umat Islam. Selain itu menjelaskan tentang 

keseimbangan antara hak dan kewajiban secara proposional. 

B. Nafkah Keluarga 

Nafkahmenurut bahasa adalah keluar dan pergi.
6
Menurut istilah ahli 

fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib 

memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gulai, pakaian, tempat 

tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup. Dalam 

Ensiklopedi Hukum islam, nafkah diartikan sebagai suatu pengeluaran yang 

biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik  atau 

dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
7
Menurut 

                                                 
6
Syuhada,” Analisis tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban 

Suami Memberi Nafkah Dalam KHI”, dalam Jurnal Tafaqquh, Vol. 1 No. 1, Mei 2013, 51. 
7
Abdul Azis Dahlan, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, cet-4 (Ichtiar Baru van Hoeve, 

2000), 121. 
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al-Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, 

pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang yang kaya.
8
 

Dalam kitab terjemahan Fathul Qorib, Mushannif menyebutkan sebab 

ketiga di dalam perkataan beliau, nafaqah untuk seorang istri yang telah 

memasrahkan dirinya hukumnya wajib bagi seorang suami. Karena nafaqah 

untuk istri itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan sang suami, maka 

mushannif menjelaskannya di dalam perkataan beliau, nafaqah untuk istri itu 

dikira-kirakan. Sehingga, jika sang suami adalah orang kaya, kayanya sang 

suami dipertimbangkan saat terbitnya fajar setiap hari, maka wajib 

memberikan nafaqah bahan makana sebanyak dua mud yang wajib ia berikan 

setiap hari hingga malam harinya kepada istrinya, baik beragama islam atau 

kafir dzimmi, merdeka ataupun budak
9
 

Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama 

istri.Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sekalipun 

unsure kikir, merupakan konstribusi utama yang dapat mendatangkan 

keseimbangandan kebahagiaan rumah tangga (Hamid, 20026: 71). Nafkah 

mejadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang isrti dari suaminya 

sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman Allahyang 

maksudnya agar setiap orang yang mampu member nafkah sesuai kadar 

kemampuannya (Subkhi, 2010: 183).Kewajiban suami menafkahi istri 

bukanlah didasarkan pada tradisi, budaya, adat istiadat masyarakat atau 

warisan kebudayaan.Islam menetapkan kewajiban member nafkah kepada istri 

                                                 
8
Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (ttp: Dar al-Fath li I’lami al-Arabi, 1990), II, 278. 

9
Sayikh SyamsuddinAbu Abdillah Muhammad Bin Qosim Assyafi Alghozii, Fathul 

qorib Mujib, 52. 
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sebagai suatu perintah yang di keluarkan sendiri oleh Allah kepada hambanya-

Nya.
10

 

Dengan demikian, istri berhak mendapatkan nafkah dari suami dan 

istri dapat menuntut suami untuk memberi nafkah kepadanya.
11

 Di samping 

itu, kewajiban nafkah yang ditanggung, kewajiban menafkahi tetap berlaku 

sekalipun si istri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan 

sendiri 

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkahatau pemenuhan 

kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban 

suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat 

(1) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.
12

 

Adapun yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah, yaitu: 

Pasal 80 Ayat (2) yang berbunyi:  

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesui dengan kemampuannya”. 

Pasal 80 Ayat (4) : 

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 

a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri. 

                                                 
10

Muhammad Thalib, Ketentuan Nafkah Istri dan Anak, Cet. 1 (Bandung: Irsyad baitus 

Salam, 2000), 21. 
11

Jumni Neli,” Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan 

Harta Bersama”, dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, 2017, 34. 
12

Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1). 
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b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan 

anak. 

c. Biaya pendidikan bagi anak”.
13

 

Dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan 

nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami yang 

berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan. Kewajiban memberi 

nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar 

kehidupan mereka. Di sisi lain, pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian 

dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. 

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri 

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam 

Hak merupakan segala hal yang diterima oleh seseorang dari orang 

lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan 

seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks kehidupan berumah tangga 

tentunya suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 

Perkawinan dapat menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara 

suami istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, 

dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad. Hak dan 

kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami 

dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Menurut Sayyiq Sabiq (1988: 

                                                 
13

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat (2) dan (4). 
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52), hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam, yaitu hak istri atas 

suami, hak suami atas istri; danhak bersama.
14

 

Muhammad Baqir al-Habsyi memberi ulasan yang sistematis 

tentang hak dan kewajiban suami istri. Pertama, kewajiban bersama antara 

suami dan istri. Kedua, kewajiban suami terhadap istri. Ketiga, kewajiban 

istri terhadap suami.
15

 

a. Kewajiban bersama antara suami dan istri 

1) Dihalalkan bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri 

demikian pula sebaliknya; termasuk hubungan seksual diantara 

mereka berdua. 

2) Timbulnya hubungan mahram diantara mereka berdua. 

3) Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya. 

4) Dihubungkan nasab anak mereka dengan nasab suami. 

5) Berlangsungnya hubungan baik anatara kedua suami. 

6) Menjaga penampilan lahiriah antara keduanya. 

b. Kewajiban suami terhadap istri 

1) Berupa uang (materi), yaitu mahar dan nafkah sehari-hari. 

2) Bersifat non materi yaitu mempergauli istri dengan sebaik-baiknya 

dan melaksanakan keadilan di antara istri-istri apabila menikah 

lebih dari satu. Suami juga wajib menjaga kehormatan istri, dan 

mengatur hubungan seksual antara suami-istri. 
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Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 11. 
15

Muhammad Baqir Al-Habsyi, Fiqih Peraktis, Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan 

Pendapat para Ulama, (Bandung: Mizan, 2002), 128-146. 



 

 

23 

c. Kewajiban istri terhadap suami 

1) Bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya 

selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah. 

2) Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan 

dirinya. 

3) Menghindari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti 

bersikap angkuh, atau menampakkkan wajah cemberut atau 

penampilan buruk lainnya. 

Hak istri dan kewajiban suami meliputi pemeliharaan suami atas 

istri dan juga pegabdian yang harus dilakukan seorang istri kepada 

suami dalam hal bertindak dan bertingkah laku. 

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam 

dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

 

Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan 

abadi. Perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara suami dan 

istri yang akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri. Hak 

dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan 

persamaan suami istri dalam rumah tangga. 

Perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami 

istri dalam kehidupan keluarga yang meliputi hak suami istri secara 

bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.
16

 Hak adalah apa 

yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa 
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Slamet Abidin, Fikih Munakahat, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 1999), 157. 
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yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.
17

Hak dan kewajiban 

merupakan hubungan timbal balik antara suami istri secara 

berkesinambungan.Oleh karena itu hak dan kewajiban itulah yang 

menentukan keharmonisan suatu keluarga. 

Suami dan istri memiliki peran masing-masing dalam sebuah 

keluarga. Maka pasangan suami istri dituntut untuk paham akan perannya, 

termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Seorang istri memiliki peran 

yang sentral dala rumah tangga karena istri harus bisa mengatur urusan 

rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
18

Dalam melaksanakan 

kewajibannya istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya.Hak istri 

merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah 

kewajiban istri. 

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak dan 

kewajiban istri.Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan 

Kewajiban Suami Istri terdapat dalam Bab XII Pasal 79 sampai 84 yaitu: 
19

 

Pasal 79 

1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga; 

2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan berumh tangga dan pergaulan hidup bersama 

dalam masyarakat; 

3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; 

                                                 
17

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Putra Grafika, 

2004), 165. 
18

Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), 164. 
19

Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79-84. 
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Pasal 80 

1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan 

tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 

diputuskan oleh suami istri bersama; 

2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; 

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan 

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa; 

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; 

a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; 

b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi 

istri dan anak; 

c) Biaya pendidikan bagi anak; 

5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a 

dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkinsempurna dari istrinya; 

6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban suaminya dirinya 

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b; 

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila 

istrinya nuzyuz; 

Pasal 81 

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-

anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah; 
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2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama 

dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat; 

3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya 

dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. 

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta 

kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga; 

4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 

kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat 

tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun 

sarana penunjang lainnya; 

Pasal 82 

1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban 

memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing 

istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang 

ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian 

perkawinan; 

2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya 

dalam sutu tempat kejadian; 

Pasal 83 

1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin 

kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam; 

2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-

hari dengan sebaik-baiknya; 
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Pasal 84 

1) Istri dapat dianggap nuzyuz jika ia tidak mau melaksanakan 

kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) 

kecuali dengan alasan yang sah; 

2) Selama istri dalam nuzyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut 

pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk 

kepentingan anaknya; 

3) Ketentuan tenang ada atau tidak adanya nuzyuz dari istri harus 

didasarkan atas bukti yang sah; 

Hak dan kewajiban suami istri juga telah diatur dalam Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Bab VI Pasal 30 

sampai 34: 
20

 

Pasal 30 

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 

Pasal 31 

1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 

dalam masyarakat; 

2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; 

3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 

 

                                                 
20

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Bab VI Pasal 

30-34. 
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Pasal 32 

1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; 

2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

ditentukan oleh suami isteri bersama. 

Pasal 33 

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan 

memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. 

Pasal 34 

1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; 

2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya; 

3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugutan kepada Pengadilan.
21

 

Dengan demikian hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur 

dengan tegas tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga.

                                                 
21

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30-34. 



BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Relasi Suami Istri 

Relasi suami istri merupakan salah satu aspek yang telah diatur dalam 

Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadist sebagai 

sumber utama dari dibentuknya hukum islam.
1
Dapat dimaknai bahwa relasi 

itu sendiri adalah suatu keluarga yang hidup berkumpul, bersama-sma, tidak 

berdiri sendiri.Seorang laki-laki tidak dapat disebut suami bila tidak memiliki 

istri dan sebaliknya.Suami istri selalu berpasangan sebagai pasangan/patner 

hidup dalam sebuah keluarga maka peran dan kedudukan suami dan istri juga 

sebagai penasihat yang bijaksana, pendorong dan motivator bagi 

pasangannya.
2
 

Relasi suami istri yang sehat adalah apabila suami istri dapat 

memainkan peran dan tanggung jawab masing-masing.Secara teoritis dan 

konseptual, masalah relasi suami istri tentu tidak terdapat persoalan.Akan 

tetapi, dalam tataran implementatif, seringkali mendapat persoalan secara 

teknis dilapangan karena permasalahan nilai, budaya, sosial, ekonomi, dan 

hukum positif yang melingkupinya.
3
Hal ini perlu adanya penyesuaian antar 

suami dan istri. 

                                                 
1
Jamilah dan Rasikh adilla,” Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran”, 

dalam Jurnal syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 1, juni 2013, 79. 
2
Fatimah Zuhrah,” Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-

Quran: Analisis Tafsir Maudhuiy”, dalam Jurnal Analytica Islamica, Vol. 2, No 1, 2013, 182. 
3
Wahyu Utamadewi, ” Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami”, dalam Jurnal 

Politikom Indonesia, Vol. 2 no. 2, November 2017, 63. 
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Suami istri adalah subyek hukum perkawinan, tentunya ada aturan 

hukum yang mengatur bagaimana kedudukan suami istri tersebut dalam 

kehidupan keluarga, yang mana kedudukan tersebut akan mempengaruhi 

hubungan mereka. Fleksibilitas pasangan dalam  merefleksikan kemampuan 

pasangan untuk berubah dan beradaptasi sangat diperlukan. Hal ini diperlukan 

demi kejelasan pembagian tugas antara suami dan istri dan pembagian peran 

yang hanya terselesaikan dengan kesepakatan yang dibuat bersama 

berdasarkan situasi yang diharapkan oleh pasangan suami dan istri 

Relasi suami istri dalam keluarga terkandung dalam KHI Inpres No. 1 

Tahun 1991. KHI Inpres No. 1 tahun 1991, bab VI Pasal 77-83 telah 

menjelaskan tentang relasi kedudukan suami istri.Relasi kedudukan suami istri 

dalam kehidupan keluarga menurut aturan hukum KHI Inpres No. 1 Tahun 

1991, pada hakekatnya mengandung prinsip-prinsip hukum yang mampu 

melindungi sekaligus menyelesaikan permasalahan umat Islam. Selain itu 

menjelaskan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban secara 

proposional. 

B. Nafkah Keluarga 

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena 

dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang 

mendapatkannya berjalan lancer karena dibagi atau diberikan, maka nafkah 

tersebut secra fisik habis atau hilang dari pemiliknya.Secra terminologi, 

nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi 
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agar dapat bertahan hidup.Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk 

didalamnafkah adalah sandang, pangan dan papan.
4
 

Nafkah sendiri merupakan bentuk tanggung jawab sorang suami dan 

hak utama seorang istri.Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, 

tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan konstribusi utama yang dapat 

mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.
5
 

Sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada istri 

dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah 

tetapkan, diantaranya adalah hak-hak istri dan anak yang wajib untuk 

dipenuhi.Tetapi masih banyak umat Islam yang tidak memahami masalah 

penting ini. 

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewaijban yang 

dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh istri seimbang pula 

dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib 

mempergunakan haknya secara benar dan dilarang menyalahgunakan haknya, 

di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. 

Demikian juga istri, ia wajib mempergunakan haknya secara benar dan 

dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan 

kewajibannya dengan sebaik-baiknya. 

Jika suami mempergunakan hak dan kewajibannya dengan baik, maka 

menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana ke arah ketentraman hidup dan 

                                                 
4
Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), 75. 
5
Ibnu Rozali ,”Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga dalam Islam”, dalam Jurnal 

Intelektualita, Vol. 06 No. 02, 2017, 190. 
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ketenangan jiwa masing-masing, sehingga terwujudlah kesejahteraan dan 

kebahagiaan bersama lahir batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami 

adalah hak istri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri adalah hak 

suami.
6
 

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan 

kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban 

suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat 

(1) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.
7
 

Adapun yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah, yaitu: 

Pasal 80 Ayat (2) yang berbunyi:  

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesui dengan kemampuannya”. 

Pasal 80 Ayat (4) : 

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 

1. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri. 

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan 

anak. 

3. Biaya pendidikan bagi anak”.
8
 

                                                 
6
Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan 

di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 55. 
7
Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1). 

8
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat (2) dan (4). 
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Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang 

sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tentram dan 

sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak 

cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung perceraian. 

C. Analisis Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga 

Penangggung jawab nafkah keluarga merupakan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh seorang suami.Memberi nafkah itu wajib bagi suami ketika 

akad nikahnya sudah benar dan sah, maka sejak itu seorang suami wajib 

menanggung nafkah istrinya dan ini berarti berlakulah segaal konsekuensinya 

secara spontan.Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan 

perkawinan. 

Namun dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan 

telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul 

dalamberbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi 

bergantung pada laki-laki.  Laki-laki bukan lagi sebagai pencari nafkah utama 

dan perempuan bukan sebagai pencari nafkah tambahan. 

Kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, 

tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang 

cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang 

muncul pada masyrakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai 

pencari nafkah utama bagi keluarganya. Karena suami memiliki keterbatasan 

kemampuan atau keahlian yang mengakibatkan dirinya tidak mempunyai 

pekerjaan tetap, bahkan sebagian dari mereka memang enggan untuk bekerja. 
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Hal ini kemudian menjadikan istri lebih mementingkan pekerjaan 

daripada perannya sebagai ibu rumah tangga, yang akhirnya akan berdampak 

pada relasi suami istri. 

Dalam sebuah rumah tangga Undang-undang menempatkan 

kedudukan suami istri yang seimbang, artinya kedua belah pihak berhak untuk 

melakukan perbuatan yng mempunyai akibat hukum baik untuk dirinya 

sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. 

Relasi suami istri merupakan hubungan suami istri yang memiliki 

peran dan tanggung jawab dalam berumah tangga.Namun dengan adanya hal 

ini, peran dan tanggung jawab antara suami dan istri tidak terealisasikan 

dengan semestinya. 

Relasi suami istri pada sebuah masyarakat, umumnya dipengaruhi oleh 

keadaan sosial dan budaya. Oleh karena itu dalam sebuah rumah tangga harus 

menentukan pola relasi yang sesuai dengan keadaan antara suami dan istri 

agar tetap terjalin dengan seimbang meskipun peran keduanya tidak sesuai 

dengan hukumislam ataupun hukum Negara. Hal ini terkandung dalam KHI 

Inpres No. 1 tahun 1991 tentang relasi kedudukan suami istri. Salah satu 

penjelasannya berisi tentang kedudukan suami istri dalam kehidupan berumah 

tangga, dimana hak dan kedudukannya seimbang, selain itu dapat dipahami 

bahwa istri boleh bekerja asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan oleh hukumislam dan demi nenegakkan kemaslahatan dalam rumah 

tangga serta tidak sampai meninggalkan tugas pokoknya. 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Relasi kedudukan suami-istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum 

yang menjelaskan posisi suami istri sebagai pelaku dalam kehidupan 

keluarga atau rumah tangga. Suami istri adalah subjek hukum perkawinan, 

tentunya ada aturan hukum yang mengatur agar dapat mencapai tujuan 

perkawinan. 

2. Menurut KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 77-83 tentang relasi 

kedudukan suami istri menjelaskan bahwa relasi kedudukan suami istri 

lebih lentur dalam mengartikan kepemimpinan laki-laki atas perempuan 

dalam keluarga , yakni menyeimbangkan antara hak dan kewajiban secara 

proporsional. 

3. Nafkah adalah bentuk pertanggung jawaban seorang suami dan hak utama 

bagi istri. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut 

kesanggupan suami, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan keluarga. 

Standar kehidupan keluarga meliputi peran ayah sebagai pencari 

nafkahdan tugas ibu untuk mengurus keluarga. 
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B. Saran 

1. Hendaknya suami istri mengerti, menyadari, dan melaksanakan kewajiban 

masing-masing dalam rumah tangga agar pasangan mereka mendapatkan 

haknya, sehingga rumah tangga dapat mencapai tujuan perkawinan. 

2. Suami istri sebagai pelaku perkawinan, hendaknya mempercayai, taat, dan 

patuh pada dasar hukum perkawinan Islam (Undang-undang Perkawina 

No. 1 Tahun 1974 dan KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991) karena materi 

dasar hukum tersebut ditetapkan oleh para ulama Indonesia yang sudah 

disesuaikan dengan masyarakat Indonesia dan tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip aturan Islam. 
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